
BAB 3 

KESIMPULAN DAN SARAN 

3.1 Kesimpulan 

Berdasarkan  pada hasil analisa dan pembahasan yang terdapat pada bab 

sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil dari PKL ini adalah mekanisme 

pemungutan yang terdiri dari pembelian, pembayaran, pemungutan, penyetoran 

dan pelaporan PPh Pasal 22 Bendaharawan di KPPN Surabaya II telah sesuai 

dengan Undang-Undang Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan terkait tata 

cara pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan yang berlaku saat ini yaitu 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran 

dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.011/2012 dan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 175/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 

Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang 

Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain, serta Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak. 

3.2 Saran 

Terkait dengan penerapan proses pemungutan PPh Pasal 22 Bendaharawan 

di KPPN Surabaya II, disarankan agar KPPN Surabaya II dapat mempertahankan 

dan meningkatkan kinerja menjadi lebih baik dengan tetap berpedoman pada 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
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